
BUPATI TORA"IA UTARA
PROVIIISI SULAUIE,SI SEI"ATAN

PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
RINCIAN TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK KABUPATEN TORA"IA UTARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA"IA UTARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik dan ketentuan Pasal 48 ayat (21 Peraturan
Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi, Dan Rincian T[gas, Serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Toraja Utara.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



Menetapkan

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor Ll4, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Urusan Pemerintatran di Bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan

kmbaran Daerah Kabupaten Tor4ja Utara

Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI'

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN

TUGAS SERTA TATA KEzuA BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK KABUPATEN TORA"IA UTARA.

BAE} I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Kabupaten Torqja Utara.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati

Toraja Utara.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten Torqia Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan DPRD dalam Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas
jabatan.

10. Fungsi adalah pekerjaan-pekerl'aan yang merupakan
penjabaran dari tugas pokok.

ll.Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas
semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok
yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
a. Kepala Badan
b. Sekretariat Badan membawahi:

l. Subbagian Program dan Anggaran;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa, membawahi:
1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

dan
2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

d. Bidang Pottik Dalam Negeri membawahi:
l.Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan

Demokrasi; dan
2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi:
1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

dan Agama; dan
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2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik membawahi:
1. Sub Bidang Kewaspa.daan Dini dan Kerjasama

Intelijen; dan
2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum pada lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 3

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan
unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh KepaLa Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagran Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu
Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam
melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan
politik di wilayah Kabupaten Toraja Utara.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan

bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebiiakan di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,

politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
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kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan Lainnya, pembinaan
dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan,
serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

c. pelaksaaaan koordinasi di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pelaksanaan waluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra
suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya,
fasilitasi organisasi kemasyarakatan' serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi Bupati;
f. petaksanaan administrasi kesekretariatan badan

kesatuan bangsa dan politik; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk

pelaksanaan tuga.s sehingga betjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memara-f
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;
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f. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan
bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan kebljakan di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,

politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya,
kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan
dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan,
serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. melakukan koordinasi di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,

politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial sesuai dengan ketentuan peratur€n
perundang-undangan;

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang
ideologi Pancasila dan wawasan

kebangsaan, politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra
suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya,
fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta

nasional dan
penanganan konflik sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. memfasilitasi forum koordinasi Bupati;
k. melaksanakan proses administrasi

kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan
politik;

l. menginventarisir yang timbul
dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari
upaya pemecahan masalahnya;

m. menilai prestasi dan semangat pengabdian
bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil
keqia dan kedisiplinan untuk pembinaan karir;
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n. menyusun laporan pelaksanaan tuga.s kepala
badan seb4gei bahan
evaluasi; dan

o. melaksanakan tugas
oleh

atau

kedinasan lain yang
atasan sesuai bidang

tugasnya

Bagtan Kedua
Sekretaris Badan

Pasal 5

(1) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan
dalam memberikan pelayanan administratif di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Badan
fungsi sebagai berikut:
a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan

anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. pelalsanaan hubungan masyarakat dan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. pelaksanan pengeloLaan keungan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik;
d. pengelolaan perlengkapan, urusar tata usaha,

rumah tangga dan aset Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;

e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
(3) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas sehingga be{alan lancar;
c. memantau, mengawasi dan

pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan
untuk mengetahui perkembangan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatanga.ni naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

dan menyusun program danf.
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g. melaksanakan hubungan masyarakat dan
keprotokolan Badan Kesatuan Bangsa dan politik;

h. melaksanakan pengelolaan keungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

i. melakukan pengelolaan perlengkapan, urusan
tata. usaha, rumah tangga dan aset Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

j. melakukan pengelolaan urusan aparatur sipil
negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

k. menginventarisir permasalahan yang timbul
dalam pelaksanaan tugas sekretariat sekaligus
mencari upaya pemecahan masalahnya;

1. menilai prestasi dan semangat pengabdian
bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil
ke4'a dan kedisiplinan untuk pembinaan karir;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat
sebagai bahan pertanggungiawaban atau
evaluasi; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 6

(1) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh kepala
subbagran yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan
program dan anggaran, pengelolaan data dan
informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta
penyusunan laporan kinerja.

(2) Tugas pokok subbagian program dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai
berikut:
a. menyusun rencana kegiatan subbagian program

dan anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
program dan anggaran untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program
dan anggaran;
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g. mengelola data dan informasi terkait dengan
penyusunan program dan anggaran;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait
dengan penyusunan program dan anggaran;

i. menJrusun laporan kineda Kesatuan Bangsa dan
Politik;

j. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang program dan
anggEuan;

k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan
penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

l. menyiapkan dan menyusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian program dan
anggaran; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

(1) Subbagran Keuangan dipimpin oleh Kepala
Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok
melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan,
akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

(2) Tugas pokok subbagian keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran

subbbagian keuangan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagran
administrasi pemerintahan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugasl

d. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. mengelola keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

g. melakukan penatausahaan keuangan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

h. melakukan proses akuntasi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

i. melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
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j. melakukan pembukuan terhadap proses

keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan

mengumputkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang keuangan;

1. melaksanakan penyusun,Ln dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

m. menyiapkan dan menyusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan subbagian keuangan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya.

Pasal 8

(1) Subbaglan umum dan Kepegawaian dipimpin oleh

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
persuratan, hh usaha pimpinan, kearsipan,

hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan

rumah ta.ngga, aset, serta pengelolaan kepegawaian'

(2) Tugas pokok subbagian umum dan kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai

berikut:
a. menyusun rencana kegiatan subbagian umum

dan kepegawaian sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petuqjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas ddam lingkungan subbagian
umum dan kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun ra.ncangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. melaksanakan proses administrasi surat-
menyurat di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

g. memfasilitasi dan mengkoordinasikan tata usaha
pimpinan;

h. mengarsipkan dokumen yang terkait dengan
kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

i. melaksanakan hubungan masyarakat;
j. melaksanakan keprotokoleran Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik;
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k. menyusun rencana kebutuhan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

1. melaksanakan inventarisasi perrnasalahan dan
bahan-bahan dalam rangka

masalah di bidang umum dan

m. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan peniLaian Sasaran Kerja peggwai (SKP);

dan menyusun laporan hasiln.
pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan

kepegawaian; dan
o. melaksanakan tuga.s kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Paragraf I
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karalrter

Bangsa

Pasal 9

(1) Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa oleh Kepala bidang
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi'

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,

pembauran kebangsaan, bhinek tunggal ika dan
sejarah kebangsaan.

(2)Untuk tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (U bidang ideologi, wawasan

kebangsaan dan karakter bangsa mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. penyusunan program kerja di bidang ideologi,

wawasan kebangsaan, bela negara' karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten
Toraja Utara;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten
Toraja Utara;

c. kebijakan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten
Toraja Utara;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
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e.

f.

Tor4ja Utara;
monitoring, evaluasr, dan pelaporan

di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela

bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal

ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan'

bhineka tunggat ika dan sejarah kebangsaan di

paten Toraja Utara; dan
fungsi lain Yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya'

(3) tugas pokok dan fungsi sebaga:imana dimaksud pada

ayat (1) dan ayatl2l, dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan bidang ideologr'

wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

sebagai Pedoman dalam

b. mendistribusikan dan memberi
tuga.s sehingga berjalan

c. memantau, dan

wilayah l(abu

pelaksanaan tugas
ideologi, wawasan
bangsa untuk

d. menyusun
dan/atau

e. mengikuti
tuga.snYa;

tugas;
petunjuk

lancar;

dalam lingkungan bidang

kebangsaan dan karakter
mengetahui

tugas;
ramcangan, memaraf

menandatangani naskah dinas;
rapat-rapat sesuar dengan bidang

f. menyusun
wawasan

program kerja di
kebangsaan, bela

bidang
negara,

ideologi,
karakter

bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal

ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten

Tor4ja Utara;
g. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi,

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter

bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal

ika dan sejaratr kebangsaan di wilayah Kabupaten

Toraja Utara;
h. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi'

wawasan kebangsaan, bela negara' karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal

ika dan sejaratr kebangsaan di wilayah Kabupaten

Toraja Utara;
i. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi,

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten
Toraja Utara;

j. melaksanakan evaluasi, dan
pelaporan di bidang ideologi, wawasan
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kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Toraja
Utara;

k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan dan karakter bangsa;

l. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Ke{a pegawai (SKP);

m, dan menyusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bidang ideologi, wawasan
kebangsaan dan karakter bangsa; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 10

(1) Sub Bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan
dipimpin oleh kepala Sub Bidang mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang ldeologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam
menyiapkan, mengoordinasikan, memfasilitasi dan
memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

(2) Tugas pokok sub bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan sub bidang ideologi

dan wawasan kebangsaan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petuqjuk

pelaksanaan tugas sehingga betjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan

pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bidang
ideologi dan wawasan kebangsaan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f, menghimpun dan mengolah data serta informasi
yang berkaitan dengan tugas sub bidang ideologi
dan wawasan kebangsaan untuk dirjadikan acuan
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

l3



g. menyiapkan administrasi perumusan kebijakan
penanaman nilai ideologi dan wawasan
kebangsaan;

h. menyiapkan administrasi dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan penanaman nilai ideologi
dan wawasan kebangsaan;

i. menyiapkan dan mengelola administrasi kegiatan
antisipasi dini terhadap munculnya idelogi sesat
yang dapat merusak ideologi bangsa;

j. melaksanakan monitoring dan pemantauan
kondisi masyarakat dalam pemahaman ideologi
dan wawasan kebangsaan;

k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang ideologi dan
wawasan kebangsaan;

1. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKp);

m. menyiapkan dan menyusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bidang ideologi dan
wawasan kebangsaan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan tain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
dipimpin oleh kepala Sub bidang mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam menyusun
bahan, menghimpun informasi laporan,
memfasilitasi, mernarltau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bela negara
pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan
dan karakter bangsa.

(2) Tugas pokok sub bidang bela negara dan karakter
bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci
sebagai berikut:
a". menyusun rencana kegiatan sub bidang bela

negara dan karakter bangsa sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga betjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bidang
bela negara dan karakter bangsa untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menghimpun dan mengelola data dan informasi
yang berkaitan dengan bidang tugas sub bidang
bela negara dan karakter bangsa;

c. dan mengelola administrasi
kegiatan pembinaan bela negara,

pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan dan karakter bangsa;

h. mengelola administrasi kebiiakan pembinaan dan
fasilitasi bela negara, pembauran, bhineka
tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter
bangsa;

i. menyiapkan administrasi perumusan kebijakan
fasilitasi sarana dan prasarana bela negara,
pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan dan karakter bangsa;

j. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
bahan-bahan dalam rangka

pemecahan masalah di bidang bela, pembauran,
bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan
karakter bangsa;

k. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

dan menyusun laporan hasil
peLaksanaan kegiatan bidang bela negara,
pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan dan karakter bangsa; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Parcgraf 2
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 1O

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh kepala
bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Badan dalam melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan daerah,
tugas Perangkat

Daerah, pemantaua.n dan evaluasi
kebijakan daerah di bidang bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai

l.
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politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok
dimaksud pada ayat (1) bidang politik dalam negeri,
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan program keda di bidang pendidikan

politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembogaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten
Toraja Utara;

b. penyusunan bahan perumusan kebljakan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, dan partai politik,

umum kepala daerahpemilihan umum/pemilihan
serta situasi politik di wilayah
kabupaten Torqja Utara;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang
politik, etika budaya politik,
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

dan partai politik,
umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten
Toraja Utara;

d. peLaksanaan koordinasi di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik,
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepaLa daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten
Tor4ia Utara;
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pendidikan politik, etika budaya potitik,

demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah
kabupaten Toraja Utara;

f. pelaksanaan fr.rngsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Tugas pokok dan fungsi bidang politik dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan bidang politik dalam

negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

e.
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b. mendistibusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan
tugas dalam lingkungan bidang

politik dalam negeri untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyusun program kerja di bidang
politik, etika budaya politik,
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik,
umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten
Toraja Utara;

g. men5rusun bahan perumusan kebijakan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik,

demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, dan partai politik,

umum kepala daerahpemilihan umum/pemilihan
serta pemantauan situasi politik di wilayah
kabupaten Toraja Utara;

h. melaksanakana kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik,
demokrasi, Iiasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik,
umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten
Toraja Utara;

i. melakukan koordinasi di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik,
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten
Torqia Utara;

j. melaksanakan evaluasi, dan
pelaporan di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

pemerintahan, dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah serta pemantauan situasi politik di
wilayah kabupaten Torqja Utara;

k. melaksanakan inventarisasi permasnlnhan dan
bahan-bahan dalam rangka

pemecahan masalah di bidang pendidikan politik,
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etika budaya politik, demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepala daerah serta pemantauan situasi
politik di wilayah kabupaten Toraja Utara;

L melalsanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Keda pegawai (SKP);

m. menyiapkan dan menyusun laporan hasil
pelaksanaan bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepala daerah serta pemantauan situasi
politik di wilayah kabupaten Toraja Utara; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan
Demokrasi dipimpin oleh Kepala sub bidang
mempunyai tugas pokok penyiapan bahan
perumusarl,
pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah
Daerah di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala
daerah, pemantauan situasi politik dan
demokrasi.

(2) Tugas pokok sub bidang pendidikan politik dan
demokrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dirinci sebagai berikut:
a. menyusun nencana kegiatan sub bidang

pendidikan politik dan peningkatan demokrasi
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bidang

demokrasipendidikan politik dan
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f, menyiapkan bahan dan menyusun program ke{a
di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
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pemilihan umum/pemilihan umum kepala

daerah, pemantauan situasi politik dan
peningkatan demokrasi;

c. kebijakan di bidang Pendidikan
politik, etika budaya politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan

situasi politik dan peningkatan demokrasi;
h. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan

politik, etika budaya politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan

situasi politik dan peningkatan demokrasi;
i. melakukan koordinasi dengan pihak terkait di

bidang politik, etika budaYa Politik,
umum/pemilihan umum kePala

daerah, pemantauan situasi politik dan

peningkatan demokrasi;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang

pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan

umum/pemitihan umum kepala daerah,
situasi politik dan Peningkatan

demokrasi;
k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan

mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
dan peningkatan demokrasi;

l. melaksanakan penyusunan dan analisis data

bahan penilaian Sasaran Ke{a pegawai (SKP);

m. menyiapkan dan menyusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bidang bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah,
pemantauan situasi politik dan peningkatan

demokrasi; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik dipimpin oleh kepala
sub bidang mempunyai tugas pokok penyiapan
bahan perumusan,
pemfasilitasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan
pemerintah Daerah di bidang di bidang fasilitasi
Kelembagaan
Politik

Perwakilan dan Partai
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(2) Tugas pokok sub bidang fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai
berikut:
a. menyusun rencana kegiatan sub bidang fasilitasi

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas daLam lingkungan bidang
fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tuga.s;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menghimpun, memverifikasi dan menganalisis
bahan dan data untuk menjadi usulan rencana
program kerja pada Sub Bidang Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik;

g. mengelola administrasi serta menyuaun dan
melaksanakan program kerja Sub Bidang
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik;

h. menghimpun, mengkaji dan mel,aksanakan
peraturan perundang- undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pada sub
bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik;

i. menganalisis dan melaksanakan kegiatan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang bidang Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

j. melakukan koordinasi dan kefa sama dengan
unit terkait di lingkungan badan kesatuan bangsa
dan politik tentang pelaksanaan program kerja
pada Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

k. mengumpulkan data, mengklasifikasi dan
melakukan analisa terhadap pelaksanaan
kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

o. memberikan petunjuk teknis dan bimbingan
kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
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p. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang Fasilitasi

Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik;

q. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan peniLaian Sasaran Kerja pega.wai (SKP);

dan menJrusun laporan hasil
kegiatan bidang bidang Fasilitasi

r.

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan

Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 14

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh kepala
bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan perumusan kebiiakan daerah,

perumusan kebijakan daerah,
tugas Perangkat

Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi

narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran ofinas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa orrrras,
pengawasan ormas dan ormas asing,

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepala bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta

ormas, pemberdayaan orrnas,
evaluasi dan mediasi sengfueta ofinas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten Toraja Utara;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penydahgunaan narkotika,
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fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran orrnas,
pemberdayaan oflnas, evaluasi dan mediasi
sengketa ortnas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah kabupaten Toraja Utara;

c. pelaksanaan kebiLjakan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta

ornas, ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ofinas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten Toraja Utara;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan orrnas,
evaluasi dan mediasi sengketa orrnas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten Torqia Utara;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran orrnas,

orrnas, evaluasi dan mediasi
sengketa onnas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah kabupaten Toraja Utara; dan

f. pelalsanaan fungsi lain yang diberikan oleh

(3) Tlrgas pokok dan fungsi bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan sebaga.imana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), dirinci sebagai berikut:
a. menyusun riencana kegiatan bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan sebagai
pelaksanaan tugas;

dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga be{alan lancar;
memantau, mengawasi dan
pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat

serta ofinas,
pemberdayaan ofinas, evaluasi dan mediasi

dalam

b,

c.
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sengketa orrnas, pengawasan orrnas dan orrnas
asing;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraJ
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja
di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyaLahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta penda.ftaran orrnas,
pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi
sengketa orrnas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah kabupaten Torqia Utara;

g. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran onnas,
pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi
sengketa ornas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah kabupaten Toraja Utara;

h. melaksanakan kebiiakan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran orrnas, pemberdayaan orrnas,
evaluasi dan mediasi sengketa ornas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten Torqja Utara;

i. melakukan koordinasi di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran orrnas, pemberdayaan onnas,
evaluasi dan mediasi sengketa onnas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten Toraja Utara;

j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran onnas,
pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi
sengketa orrnas, pengawasan ormas dan ormas
asing di wilayah kabupaten Toraja Utara;

k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
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masala-h di bidang ketahanan

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
narkotlka, fasilitasi kerukunan

umat beragama dan PenglaYat kepercaYaan serta

ornas, ornas,
orrnas,

wilayah
evaluasi dan mediasi sengketa

pengawasan ormas dan
kabupaten Toraja Utara;

ormas asing di

bahan penilaian Sasaran Kerj
dan analisis data

a pegawai (SKP);

m dan menyusun laporan hasil

kegiata! bidang bidang ketahanan

ekonomi sosial, budaYa, fasilitasi

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan

umat beragama dan penghaYat kePercaYaan serta

orrnas, PemberdaYaan ornas'
ormas,

wilayah
evaluasi dan mediasi seng[eta

pengawasan ormas dan ormas asing di

kabupaten Torqja Utara; dan

n tugas kedinasan lain Yang

diperintahkan oleh a.tasan sesuai bidang

tuga.snya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Ketatranan Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Agama diPimPin oleh kepala sub bidang memPunYai

tugas Pokok penyiapan bahan Perumusan'
pemantauan dan

I

evaluasi ke
ketahanan

biiakan pemerintah Daera-h di bidang
sosial, dan budaYa, fasilitasi

Ekonomi, Sosial,
dimaksud pada

narkotika serta

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghaYat

kepercayaan.
(2) Tugas pokok sub bidang Ketahanan

b.

Budaya dan Agama
ayat (1), dirinci sebagai berikut
a. menyusun rencana kegiatan sub bidang

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas sehingga be{alan lancar;
c. memantau, mengawasi dan

tugas dalam lingkungan bidang
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan narkotika serta
fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan
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f.

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
naskatr dinas;dan/atau

e. mengikuti
tugasnya;

rapat-rapat sesuai dengan bidang

dan
bahan dan data untuk menjadi usulan rlencana

priogram kerja pada Sub Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

g. mengelola administrasi serta menJrusun dan
melaksanakan program kerja Sub Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

h. menghimpun, mengkaji dan melaksanakan
peraturan perundang- undangan, pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pada sub
bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Agama;

i. menganalisis dan melaksanakan kegiatan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial'
Budaya dan Agama;

l. melakukan koordinasi dan keq'a sama dengan
unit terkait di lingkungan badan kesatuan bangsa

dan politik tentang pelaksanaan program kerja
pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama;

m. data, dan
melakukan anatsa terhadaP
kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama;

n. memberikan petunjuk teknis dan bimbingan
kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya;

o. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi

narkotika serta
fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan;

p. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kefa pegawai (SKP);

q, menyiapkan dan menyusun laporan hasil
pelalsanaan kegiatan bidang bidang ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi

narkotika serta
fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan; dan
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r. melaksanakan

h

kedinasan lain
atasan sesuai

tugas
oleh

yang
bidang

tugasnya.

Pasal 16

(l) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin
oleh kepala sub bidang mempunyai tugas pokok
penyiapan bahan perumusan,
pemfasititasian, pemantauan dan evduasi kebiiakan
pemerintah Daerah di bidang pendaftaran orrnas,
pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa
orrnas, pengawasan ormas dan ormas asing.

(2) Tugas pokok sub bidang Organisasi Kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai
berikut:
a. menJrusun riencana kegiatan sub bidang

Organisasi sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan
tugas dalam lingkungan bidang
onnas, pemberdayaan orrnas,

evaluasi dan mediasi sengketa orrnas, pengawasan
ormas dan ormas asing;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/ atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menghimpun dan mengola data yang berkaitan
dengan bidang tugas sub bidang Organisasi

g. menyiapkan administrasi dan
Organisasi Kemasyarakatan;
administrasi penerbitan Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi
Kemasyarakatan skala Kabupaten;

i. melakukan mediasi terhadap sengketa yang
melibatkan Organisasi Kemasyarakatan;

j. melakukan pengawasan terhadap aktivitas
Organisasi dan
Kemasyarakatan Asing di wilayah Kabupaten
Toraja Utara;

k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
bahan-bahan dalam rangka

ormag,pemecahan masalah di bidang pendaftaran
pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi
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sengketa orrnas, pengawasan orrnas dErn orrnas
asing;

l. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Ke{a pegawai (SKP);

m. dan menyusun laporan hasil
kegiatan bidang bidang pendaftaran

onnas, pemberdayaan onnas, evaluasi dan
mediasi sengketa orrnas, pengawasan ormas dan
ormas asing; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 17

(1) Bidang Nasional dan Penanganan
Konflik dipimpin oleh kepal,a bidang mempunyai
tugas pokok melakukan penyiapan perumusan
keb{iakan daerah,
kebi'1akan daerah,
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebiiakan daerah, dan pelaksanaan
pembinaan administrasi di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intel[jen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Iembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah kabupaten Torqja Utara.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok
dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik, mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. penyusunan program ke$a di bidang

kewaspadaan dini, kerjasama inteliljen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi bidang

serta penanganan konflik di
witayah kabupaten Toraja Utara;

b. penyusunan bahan perumusan kebljakan di
bidang kewaspadaan dini, ke{asama intelden,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbataaan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang

perumusan
pelaksanaan
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kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah kabupaten Torqia Utara;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan kmbaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspad acrrt, serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten Tor4ia
utara;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan
dini, kerjasama intelden, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang keuraspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten Torqia
Utara;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intel{ien,
pemantauan orang asing, tenaga keda asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
rtegara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penangarlan konflik di
wilayah kabupaten Tora-ia Utara; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Tugas pokok dan fungsi bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, dirinci sebagai
berikut:
a. menyusun rencana kegiatan bidang Kewaspadaan

Nasional dan Penanganan Konflik sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyusun bahan perumusan keb{iakan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama inteliien,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah kabupaten Toraja Utara;

28



g. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan
dini, ke{asama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembegae4 bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten Toraja
utara;

h. melakukan koordinasi di bidang
dini, intelijen, pemantauan oriang
asing, tenaga keq'a asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi

bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten Toraja
Utara;

i. melakukan evaluasi, dan pelaporan di
dini, kerjasama intelijen,bidang kewaspadaan

pemantauan orang asing, tenaga ke{a asing dan
kmbaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di
wilayah kabupaten Toraja Utara;

j. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini,
pemantauan situasi, penelusuran data dan
informasi masalah strategis, analisis dan
peringatan dini, pemetaan wilayah konflik,
penanganan konflik dan penanganan hal-hal Lain
yang sedang atau yang akan mengganggu
keamanan, kedamaian dan
ketertiban di Kabupaten Toraja Utara;

k. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan kmbaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten Toraja
Utara;

1. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan peniLaian Sasaran Ke{a pegawai (SKP);

dan menyusun laporan hasilm-
pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelljen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan kmbaga asing,

perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penangEman konflik di wilayah kabupaten Toraja
Utara; dan
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n. melaksanakan
diperintahkan
tugasnya.

kedinasan lain
atasan sesuai

tugas
oleh

yang
bidang

Pasal 18

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama
Intelijen dipimpin oleh kepala sub bidang mempunyai
tugas pokok penyiapan bahan perumusan,
pengkoordinasian, pemfasilitasian, pemantauan dan
evaluasi kebijakan pemerintah Daerah di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga keda asing dan Iembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

(2) Tugas pokok sub bidang Kewaspadaan Dini dan
Keg'asama Intelden sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dirinci sebogai berikut:
a. menyusun nencana kegiatan sub bidang

Kewaspadaan Dini dan Keg'asama Intelijen
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b, mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

c. memantau, menga.wasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bidang
Kewaspadaan Dini dan Keqiasama Intelijen;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskatr dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
kewaspadaan dini dan standard operasional
prosedur pelaksanaan kegiatan kewaspadaan
dini, ke{asama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan kmbaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

g. menghimpun, memverilikasi dan menganalisis
bahan dan data untuk menjadi usulan rencana
program kegiatan sub bidang Kewaspadaan Dini
dan Kerjasama Intelijen;

h. melakukan kerjasama dengan pihak terkait daLam
kaitannya dengan intelijen;

i. melakukan pemantauan terhadap orang asing,
tenaga keq'a asing, dan kmbaga asing yang
berada di wilayah Tora-ia Utara;

j. memfasilitasi kelembagaan yang terkait dengan
bidang kewaspadaan dini;
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k. meningkatkan kewaspadaan terhadap perbatasan
antar Negara;

o. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan kmbaga asing,

perbatasan antaf negafa, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan

p. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Ketja pegawai (SKP);

q. menyiapkan dan menJrusun laporan hasil
pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan kmbaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Penanganan Konflik, dipimpin oleh
kepala sub bidang mempunyai tugas pokok
penyiapan bahan perumusan,
pemfasilitasian, pemantauan dan evaluasi kebiiakan
pemerintah Daerah di bidang penanganan konflik.

(2) Tugas pokok sub bidang Konflik
gelagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai
berikut:
a. menyusun rencana kegiatan sub bidang

Penanganan Konflik sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tuga.s sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan
tugas dalam lingkungan sub bidang
Konflik;

d. menyusun rancangan, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
trrgasnya;

dan mengolah data yang
berkaitan dengan tugas sub bidang Penangan
Konflik;

g. menyiapkan dan mengelolah administrasi
perkiraan situasi kerawanan konflik;

f.

3t



h. menyiapkan dan menyusun prolil daerah rawan
konflik dan peta daerah rawan konflik;

i. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan
bahan-bahan dalam rangka

masalah di bidang penanganan
konflik;

j. melaksanakan penyusunan dan analisis data
bahan penilaian Sasaran Kerja pegawai (SKP);

dan menyusun laporan hasil
kegiatan bidang penanganan konflik;

dan

k.

1. tugas
oleh

kedinasan lain yang
atasan sesuai bidangdiperintahkan

tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

Subbagian, dan Kepala Sub Bidang dalam menjalakan
tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang

oleh Bupati sesuai dengan Peraturan
ndangan.

(2) Kepafa Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

Subbagian, Kepala Sub Bidang, dan seluruh personil
dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
melaksanakan tuga.s dan fungsi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan, serta
prinsip hirarki, koordinasi, keq'asama, integrasi,
sinkronisasi,
serta efektifitas dan efisiensr.

Pasal 21

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Kepala Sub Bidang, dan seluruh personil
dalam Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta
menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-
masing.

(2) Setiap Laporan yang diterima Kepala Badan, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Subb"Ei'an, dan Kepa.la Sub Bidang,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan
digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan
pelaksanaan kebiiakan teknis,
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(3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala

Subbagian, dan Kepala Sub Bidang di Lingkungan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik dal,am

tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan,

dan evaluasi, serta melaksanakan rapat

koordinasi secara berkala dan/atau sesuar kebutuhan'

(a) Kepala Badan, Sekretaris, Kepal,a Bidang, Kepala

Subbagian, dan Kepala Sub Bidang dalam Lingkungan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengembangkan

koordinasi dan kerjasama dengan instansi

pemerintah/swasta terkait dal,am rangka meningkatkan

kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi

dinas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasgl22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat

struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap

menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dil'antiknya

pejabat struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Peraturan Bupati Torqia Utara Nomor 15 Tahun 2012

tentang, T\rgas Pokok, Fungsi, dan Rincian T\rgas Jabatan

Strulrtural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Torqja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja

Utara Tahun 2012 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
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Pasal 60

Bupati ini mulai berlaku pada

AgEr setiap orang

pengundangan &raturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daeratr l(abupaten Toraja Utara.

Ditctapkan di Rantcpao
pada tanggat 18 Desember 2019

TORA"IAUTARA,

;.)

';r

?AEII,BONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tansgal 18 Desember 2019

DAERAH
TORA^'A UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN TORTq"IA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 61
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) ) Lampiran:
Peraturan Bupati ToraJa Utara

Nomor : 61 Tahun 2019

TORA.IA UTARA,

STRITKTUR ORGAITISASI BADAIT KESAfi'AIT BAI5GSA DAIY POLITIK

'ii( I
,

I,$

KEPALA BADAN KESATUA].{
BA}.IGSA DAN POLITIK

SEKRETARIAT

SI.JBBAGIA}.ITJMT.IM
DA}.I KEPEGAWAIA$I

SUBBAGIA}I KEUAI{GA}.I
SI'BBAGIA}I PROGRAN,T

DAI.I AI.IGGARAI{

BIDAI{G
KEWASPADAAT.I
NASIONAL DAI{
PENA}iIGAI{AI.I

BIDA}.IGKETA}IANA}{
EI(ONO}fi, SOSIAL,

BUDAYADAN AGAMA

BIDA}.IGPOLITIK
DALAI\dNEGERI

BIDAI{G IDEOLOGI,
I4rAWASAI.I

KEBAI.IGSAATIDAI{
KARAKTER BANGSA

SUB BIDAI.IG
TEWASPADAA}.I DINIDAN
KERIASAMA INTELUEN

SIJB BIDAI{G KBTAHANAN
EKONOMI,SOSIAL,

BIJDAYA DA}.I AGAMA

SI'B BIDANG IDEOLOGI
DAI{IIIAWASAAN

KEBANGSAA
SUB BIDA}IG PENDIDIKAN

FOLITIK DAN PENINGXATA}.I
DEMOKR.ISI

SI.JB BIDAI{G
PENANGANAN KONFLIK

$r.JB BrDAr{G ORGA}iISASI
KEMASYARAKATAN

SUBBIDAI{GBELA
NEGARADA}.I KANAKTER

BANGSA SIJB BIDAI{G FASILITASI
KELEMBAGAAN

PEMERINTATIAtr{, PXRWAKILAtr{
DA}.IPARTAI MLITIK

PAEMBONAI.I

i.,t


